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Al-Qur’an telah mengatur ketentuan waris secara teratur dan adil. Dalam
surah An-Nisa’ ayat 11, 12 dan 176 telah menjelaskan bagian laki-laki dan
perempuan. Hukum waris Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam seluruh
dunia, namun sering terjadi perbedaan di suatu Negara atau daerah tertentu,
dikarenakan suatu negara atau daerah tersebut membawa pengaruh terhadap hukum
warisan di daerah itu sendiri. Pengaruh-pengaruh tersebut berasal dari ijtihad ahli
hukum Islam atau hukum adat di suatu daerah itu sendiri. Juga terjadi pada
masyarakat Desa Patlean yang membagi harta waris dengan menggunakan hukum
adat dengan cara kolektif (harta yang tidak dibagi-bagi). Perlu diketahui bahwa
masyarakat Desa Patlean adalah masyarakat patrilineal, namun dalam pembagian
harta peninggalan lebih condong pada sistem kolektif. Penelitian ini mencoba
mengungkap apa yang menjadi latar belakang (sisi filosofis) dari harta warisan yang
tidak dibagi-bagi atau harta bersama yang ada di Desa Patlean, Kecamatan Maba
Utara.
Penilitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu mengambil data langsung dari
lokasi penelitian di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera
Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan
dokumentasi dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh agama setempat, yang berisi
pendapat, sikap dan pengalaman indivudu, tentang pembagian harta warisan. Sifat
penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis komparasi, yaitu penyusun
menyajikan dan menjelaskan sesuai data-data yang didapat dari lapangan, dan
dianalisis dengan hukum waris Islam, kemudian dibandingkankan dengan hukum
Islam.
Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di
Desa Patlean, yang berlaku secara kolektif bukan sebagai hukum asal akan tetapi
hanya sebagai aturan yang muncul karenan sifat kasih sayang. Waris yang berlaku
kolektif hanya terdapat pada harta kebun kelapa tidak untuk harta yang lain.
Pembagian waris yang ada di Desa Patlean sebagian sama dengan hukum Islam, dan
sebagian masih jauh berbeda dengan hukum waris Islam, yaitu dengan adanya harta
bersama (kolektif). Tujuan pembagian secara kolektif adalah masyarakat menjaga
daya ekonomi dari harta waris tersebut, sebab jika harta itu dibagi maka tidak dapan
menghasilkan nilai ekonomi yang diharapkan. Walaupun sistem kolektif bukan
sebuah hukum adat setempat, akan tetapi pembagian seperti ini dianggap tidak
bertentangan dengan norma hukum setempat, karena mampu memunculkan rasa
keadilan.







“Sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain”
“ membacalah ( ) sebelum engkau alergi dengan buku,
majalah, media, serta lingkungan yang engkau tempati.”
“(RAJIB)”
“lakukanlah pekerjaan mu selama itu bisa membahagiakan





ﻢﯿﺣﺮﻟا ﻦﻤﺣﺮﻟا ﷲا ﻢﺴﺑ
Kepada ayah yang selalu memberikan motivasi, kata-kata yang keras namun
mempunyai arti yang mendalam. Ibu yang berbicara dengan suara pelan, penuh
dengan kelembutan, namun dengan arti tegas. Terimaksih atas segala doa dan
harapan yang selalu dipanjatkan untuk anak kalian, semangat dan motivasi yang
selalu kalian ajarkan kepada saya, perjuangan yang tidak kenal lelah yang kalian
lakukan untuk kami (anak-anak kalian). Kalian adalah semangat dalam hidupku,
penerang dalam gelapku, tidak ada yang bisa mengganti posisi kalian. Kami tidak
akan mampu membalas semua kebaikan yang kalian berikan kepada kami, hanya
doa dan permohonan kepada Allah swt yang bisa kami lakukan.
 ﻰﻧﺎﯿﺑر ﺎﻤﻛ ﺎﻤﮭﻤﺣراو ىﺪﻟا ﻮﻟو ﻰﻟﺮﻔﻏا ﻢﮭﻠﻟااﺮﯿﻐﺻ
Kalian Adalah Waliyulloh Yang Tidak Bergelar.




Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan
tulisan Bahsa Arab ke dalam Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin
dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar
uraiannya adalah sebagai berikut:
A. Konsonan Tunggal
HurufArab Nama Huruf Latin Keterangan
Alīf tidak dilambangkan tidak dilambangkan
Ba’ b be
Ta’ t te
ṡa’ ṡ s (dengan titik di atas)
Jīm J je
Hâ’ ḥ ha (dengan titik dibawah)
Kha’ kh k dan h
Dāl d de




Syīn sy es dan ye
ix
Sâd ṣ es (dengan titik di bawah)
Dâd ḍ de (dengan titik di bawah)
Tâ’ ṭ te (dengan titik di bawah)
Zâ’ ẓ zet (dengan titik di bawah)












B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah
دﺪﻌﺘﻣة ditulis Muta’addidah
ﺪﻋة ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbūtah di Akhir Kata
1. Bila matikan ditulis dengan h
xﻤﻜﺣﺔ ditulis ḥikmah
ﺔﻠﻋ ditulis ‘illah
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikendaki lafal aslinya).
2. Bila diikuti dengan kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
ﻷا ﺔﻣاﺮﻛﯿﻟوءﺎ ditulis Karāmah al-Auliyā’
3. Bila ta’ Marbūtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah
ditulis t atau h.













































G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof
1 ﺘﻧأأﻢ ditulis a’antum
2 ﺗﺮﻜﺷ ﻦﺌﻟﻢ ditulis la’in syakartum
H. Kata Sandang Alīf + Lām
Kata sedang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا, namun dalam
transliterasi ini kata sedang itu dibedakan atas kata sedang yang diikuti oleh
huruf syamsiyah dan kata sedang yang diikuti huruf qamariyah.
xii
1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah




2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.
ﺎﻤﺴﻟاء ditulis as-Samā’
ﻤﺸﻟاﺲ ditulis asy-Syams
I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut penulisan.
ض و ﺮﻔﻟا يو ذ ditulis Żawȋ al-furūḍ
ﻨﺴﻟا ﻞھأﺔ ditulis ahl as-Sunnah
J. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang
didahului oleh kata sedang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah
huruf awal nama diri bukan huruf awal kata dengannya.
Contoh:
xiii
ناﺮﻘﻟا ﮫﯿﻓ لﺰﻧأ ىﺬﻟا نﺎﻀﻣر ﺮﮭﺷ Syahru Ramadān al-lażi unzila fih al-Qur’ān
K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.
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A. Latar Belakang Masalah
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.1 Lahirnya
hukum waris Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur’an dan al-hadis adalah
untuk mensejajarkan antara perempuan dan laki-laki, dimana pada zaman
jahiliah perempuan tidak mendapatkan harta warisan sama sekali, bahkan
perempuan pada zaman itu dijadikan sebagai harta warisan. Tujuan
selanjutnya adalah untuk mencegah perselisihan mengenai harta yang
ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (pewaris). Dengan
pengaturan harta warisan maka tidak ada yang merasa paling berhat terhadap
harta tersebut.
Hukum waris Islam pada dasarnya mempunya dua makna yaitu. Syari’ah
dan fiqh, warisan dalam syari’ah merupakan hukum Islam yang bersifat
absolut atau tidak dapat berubah, dalam arti bahasa ayat tidak dapat dirubah.
Sedangan dalam fiqih merupaka penjabaran dari syari’ah dengan syarat tidak
bertentangan dengan syari’ah.  Hukum Islam senantiasa berubah sesuai
perkembangan zaman, dengan demikian fiqih disuatu Negara berbeda dengan
Negara lainnya. Hal ini juga berpengaruh pada pembagian harta warisan di
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal
171 Ayat (1).
2Indonesia, dimana Negara Indonesia yang mempunya beragam budaya dan
kultur.
Hukum waris Islam mengatur siapa saja yang bisa mewarisi dan tidak
bisa diwarisi, bagaimana bagian-bagian yang diterima ahli waris dan cara-
cara pembagiannya. Dalam Islam pembagian harta warisan didasarkan pada
asas ijbari, yaitu harta warisan berpidah secara sendirinya menurut ketentuan
Allah tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Hukum
waris Islam juga mengatur hak-hak dan kewajiba-kewajiban yang harus
diikuti dan ditaati bagi setiap muslim, sebab pengaruh harta dalam kehidupan
manusia sangatlah besar, bisa menimbulkan perpecahan antar kerabat bahkan
terjadi pembunuhan. Oleh sebab itu kehadiran al-Qur’an dan Hadis yang
mengatur secara rinci mengenai warisan ini adalah demi kesejahteraan umat
manusia. Selain itu hukum waris Islam mempunyai dua fungsi penting;
pertama, untuk memenuhi kebutuhan pemilik harta itu, kedua untuk
menjalani hubungan persaudaraan diantara sesame manusia.2 Berkaca pada
sejarah, dimana Al-Qur’an dan Sunnah Nabi mampu merombak tatanan atau
sistem kewarisan yang berlaku pada Masyarakat Arab Jahiliyah. Setidaknya
ada empat konsep baru yang ditawarkan Al-Qur’an ketika itu dan untuk
seterusnya. Pertama, Islam mendudukkan anak bersama orang tua pewaris
serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru
mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. Kedua, Islam
juga member kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris
2 Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, (Surabaya: Pusat Penerbit dan
Percetakan Unair, 2010), hlm.1.
3yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Ketiga, suami istri saling
mewarisi, dan keempat, adanya perencian bagian tertentu bagi orang-orang
tertentu dalam keadaan tertentu.3
Pentingnya masalah hukum waris ini dapat dilihat dari pesan Nabi yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah bersabda,
ﺛﻼﺛ ﻢﻠﻌﻟاﺔﻀﻓ ﻮﮭﻓ ﻚﻟذ ىﻮﺳ ﺎﻣوﻞﺔﻨﺳ وأ ﺔﻤﻜﺤﻣ ﺔﯾآ ،َﻗﻟدﺎﻋ ﺔﻀﯾ ﺮﻓ وأ ﺔﻤﺋ ﺎ.ﺔ4
Dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mempelajari hukum waris
adalah penting bagi umat manusia khususnya kaum muslimin, sebab ilmu
yang berkaitan dengan harta adalah sebuah ilmu yang sangat sensitiv yang
jika tidak mempelajari dengan baik maka akan menimbulkan perselisihan
antara sesama.
Hukum adat adalah hukum yang tertanam dalam diri manusia baik
individual maupun suatu perkumpulan masyarakat atau kelompok, yang
olehnya disebut sebagai hukum kebiasaan (custumery law). Hukum adat
merupakan hukum yang tidak tertulis namun ditaati oleh masyarakat yang
hidup di sekitarnya. Kehadiran hukum di luar hukum Negara adalah bukti,
bahwa hukum juga tampil melalui perilaku individu atau kelompok. Oleh
sebab itu dapat ditarik kesempulan, bahwa hukum itu bukan hanya peraturan
(role) melainkan juga perilaku (behavior).5
3 Abdul Ghafur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adabtabilitas, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm.18
4 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Derajat Hadis-hadis dalam Tafsir Ibnu
Katsir, Hadis Shahih Hasan Dha’if Maudhu, Tahrij, Muhammad bin Jamil DKK, 20 (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), I: 463, Hadis ini Dha’if; Abu Dawud nomor 2885 dan Ibnu Majah nomor
54.
5 Hj Asmah, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Makassar: Fahmis Pustaka,
2017), hlm. 20.
4Hukum waris yang hidup di masyarakat Indonesia masih bersifat
pluralistis, yaitu ada yang tunduk pada undang-undang hukum perdata,
hukum waris Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
juga ada yang tunduk pada hukum adat.6
Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan
hukum yang bertalian dengan proses penerusan/pengoperan dan
peralihan/perpindahan harta kekayaan materil dan no-materil dari generasi ke
generasi.7
Hukum waris adat yang berlaku di Desa Patlean adalah Hukum yang
sudah tertanam dalam masyarakat setempat dan bahkan bisa dikatakan sudah
mendarah daging. Oleh sebab itu tidak mengherankan jika cara pembagian
dan siapa saja yang berhak menerima harta warisan itu berbeda dengan
hukum waris Islam.
Sistem pembagian harta warisan di Desa Patlean, sangatlah berbeda
dengan Hukum waris Islam. Perbedaan tersebut terlihat pada harta warisan
yang tidak dibagi-bagi, akan tetapi menjadi harta bersama. Yang dimaksud
dengan harta yang tak dapat dibagi-bagi adalah harta yang berbentuk kebun
kelapa, sedangkan di luar dari itu tetap dibagi menurut adat setempat. Adapun
cara pembagiannya berdasarkan waktu panen kelapa, yaitu dalam jangka
waktu 3-4 bulan sekali panen. Penen pertama akan didapat oleh satu orang
ahli waris tanpa dibagi oleh ahli waris yang lain, begitupun seterusnya
6 Absar Surwansyah, “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat Bangko
Jambi”, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjan Universitas Diponegoro Semarang (2005), hlm. 2.
7 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm.
151.
5berputar sesuai gelirannya. Namun  perlu diketahui bahwa pemabagian
warisan secara bersama ini terjadi hanya dalam bidang harta yang berbentuk
pohon kelapa, sedangkan harta yang tidak berbentuk pohon kelapa dibagi
ketika pewaris masih hidup, namu penguasa harta tersebut tetap di tangan
pewaris ketika ia masih hidup, penguasa ini hanya berlaku bagi ahli waris
yang belum berkeluarga artinya belum menikah. Sedangan ahli waris yang
telah menikah menguasai secara penuh harta yang diberikan oleh pewaris
yang masih hudup. Pemberian harta pewaris kepada ahli waris ketika masih
hidup tetap dinamakan harta warisan.
Pembagian seperti ini jauh berbeda dengan hukum waris Islam,
sebagaimana yang diketahui bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak
mengenal harta bersama akan tetapi harta warisan tersebut dibagi-bagi kepada
ahli waris yang berhak menerimanya. Perbedaan pembagian warisan hukum
Islam dan hukum adat juga terlihat pada waktu pembagian warisan, dimana
dalam hukum waris Islam waktu pembagian terjadi ketika salah satu pewaris
meninggal dunia dan meninggalkan harta maka pembagian pun terjadi. 8
Namu berbeda dengan hukum waris adat yang ada di Desa Petlean dimana
pembagian warisan terjadi ketika Ibu dan Bapak telah meninggal dunia, jika
yang meninggal dunia ibu atau bapak saja maka harta tersebut belum dapat
dibagi karena salah satu orang tuan pewaris masi hidup.
Pembagian warisan adat yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa
asas (system pembagian) yaitu:
8 Naskur, “Memahami harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Prespektif Hukum
Islam,” Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 8:1, (2010), hlm. 6
61. Sistem individual, yaitu setiap ahli waris berhak menguasai dan
memanfatkan harta warisannya, baik untuk menjual maupun menghibah
kepada orang lain. Artinya dalam sistem ini harta peninggal harus dibagi-
bagi kepada yang berhak menerimanya. Hal ini dapat dilihat pada
masyarakat bilateral di Jawa dan masyarakat patrilineal di tanah Batak.
2. Sistem kolektif, yaitu sebuah sistem yang tidak membagi-bagi harta
peninggalan, akan tetapi dipergunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh
ahli waris. Artinya hanya dibagi-bagikan pemakaiannya kepada ahli
waris. Hal ini dapat di lihat pada masyarakat matrilineal di Minangkabau.
3. Sistem mayorat, yaitu sebuah sistem yang memberikan hak kepada anak
tertua untuk mengolah harta peninggal, dipergunakan untuk biaya
saudara-saudaranya baik yang bersekolah maupun yang
membutuhkannnya. Sistem ini terdapat pada masyarakat patrilineal yang
beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan di tanah
Semendo di Sumatera Selatan (hak mayorat anak perempuan tertua).9
Dari sistem pembagian harta peninggalan di atas yang dianggap
kemiripan dengan hukum warisan Islam adalah penganut asas individual,
yaitu tiap-tiap ahli waris berhak memanfatkan harta warisannya secara
individual tidak terikat dengan ahli waris lainnya. Asas inilah yang dianggap
sesuai dengan hukum waris Islam sebab harta warisan dibagi secara
individual. Namun penganut asas individual tidak dikenal dikalangan
9 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Al-Qur’an dan Hadis, cet ke. 3,
(Jakarta: P.T Tintamas Indonesia,  1964), hlm. 15
7masyarakat Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara, sebab masyarakat
setempat menganut asas kolektif yaitu harta bersama.
Pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patlean adalah
berdasarkan saling rela atau saling menerima atas bagian yang didapatkan
oleh ahli waris yang satu dengan yang lain.10 Perbuatan saling rela dalam
melakukan pembagian harta warisan juga telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “para ahli waris dapat
bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah
masing-masing menyadari bagiannya.”11
Tradisi masyaraka  Desa Patlean, Kabupaten Halmahera Timur, menarik
untuk dibahas, meskipun mayoritas beragama Islam, akan tetapi pembagian
harta warisan masih sangat kuat dipengaruhi oleh hukum adat.
Menurut garis keturunan masyarakat Desa Patlean adalah masyarakat
patrilineal, yang jika dalam kewarisan laki-laki lebih dominan daripada
perempuan. Akan tetapi realita yang terjadi di Desa Patlean, Kecamatan
Maba Utara, justru terbalik, yaitu dalam pembagian harta warisan yang
berbentuk pohon kelapa menggunakan sistem kolektif. Dari kasus seperti
inilah penulis tertarik untuk menelitinya. Penelitian ini akan lebih difokuskan
pada masalah pembagian harta warisan yang berbentuk pohon kelapa, fokus
kedua terdapat pada filosofis dari sistem kolektif tersebut.




Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk
mengetahui apa saja yang harus diteliti dapat dilihat pada pokok masalah.
1. Mengapa harta waris kebun kelapa di Desa Paatlean, Kecamatan Maba
Utara berlaku secara kolektif?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pembagian warisan menurut
hukum waris Islam dan hukum waris adat di Desa Patlean, Kecamatan
Maba Utara, Halmahera Timur?
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah;
1. Untuk menjelaskan kenapa harta warisan kebun kelapa berlaku secara
kolektif (tidak dibagi-bagi).
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam hukum waris adat
dan hukum waris Islam tentang pembagian harta warisan di Desa Patlean,
Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur.
Kegunaan Penelitian
1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang
pengetahuan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum khususnya
dalam pembagian harta warisan, demi menciptakan kesejahteraan
masyarakat.
3. Sebagai bahan infomasi dalam penyelesaian pembagian harta warisan.
9D. Telaah Pustaka
Dalam penulisan Skripsi, studi pustaka sangatlah penting dalam
meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi
tersebut. Kajian-kajian terhadap hukum kewarisan di Indonesia pada
umumnya telah banyak dilakukan, demikian pula dengan kajian-kajian
hukum waris adat di Indonesia. Diantara kajian-kajian hukum waris adat di
Indonesia adalah:
Sktripsi saudara Moh. Hafid Harianto, yang berjudul “Pembagian Harta
Warisan (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus,
Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur)”. Menyatakan
bahwa pembagian harta warisan di Desa Dungus adalah berdasarkan
Musyawarah Bersama, adapun pembagiannya dilakukan sebelum pewaris
meninggal dunia yang di hadiri oleh beberapa kerabat.12 Sedangkan Skripsi
yang ditulis oleh Harpat Ade Yandi, dengan judul “Pelaksanaan Hukum
Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung Naga Desa Neglasari, Kecamatan
Salawu, Kabupaten Tasikmalaya Ditinjau Dari Hukum Islam”. Yang berisi
pembagian harta warisan di Kampung Naga adalah dalam bentuk hibah dan
hibah wasiat, adapun besar pembagian antara anak laki-laki dan perempuan
tergantung hasil musyawarah. 13 Skripsi yang ditulis oleh Gati Agustian
Roswandi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian
12 Moh. Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan (studi Komparasi Hukum Islam
Dengan Hukum Adat Desa Dungus, Kecamatan Hunjang, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa
Timur)”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2014).
13 Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat Kampung
Naga, Desa Neglasari, Kecamatan salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Ditinjau dari Hukum Islam”,
Skripsi Ini Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2008).
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warisan di Keraton Kanoman Cirebon”, menyatakan bahwa waktu pembagian
warisan di Keraton Kanoman Cirebon terbagi dalam dua bagian, pertama
pembagian warisan di laksanakan ketika pewaris masih hidup (orang tua)
dengan alasan agar tidak ada perselisihan dan perebutan harta warisan.
Kedua, harta warisab dibagi ketika pewaris (ayah atau ibu) masih hidup,
dengan alasan tidak pantas jika pembagian warisan dilakukan ketika ahli
waris masih hidup.14
Skripsi yang ditukis oleh Muhammad Mirwan, Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang,
Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan
Bagiannya), skripsi lebih difokuskan pada waktu pelaksanaan pembagian
harta warisan, dan ahli waris serta magiannnya. Dalam skripsi ini menyatakan
bahwa terbukanya  waktu kewarisan adalah;, Pertama Waktu kewarisan
terbuka ketika ahli waris masi hidup, kedua waktu kewarisan terbuka ketika
kedua orang tua meninggal dunia, jika salah satu dari orang tua masih hidup
maka belum bisa dibagi.15 Skripsi selanjutnya dibahas oleh saudara Agus
yang berjudul “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum
Kewarisan Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan
pariaman Tengah, Sumatera Barat”, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa dalam
sitem kewarisan adat setempat yang berhak menjadi ahli waris adalah anak
14 Gati Agustian Roswandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian
Warisan di Keraton Kanoman Cirebon”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syaria’ah dan
Hukum, UIN Sunan Kalijaga, (2015).
15 Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian warisan di Desa
Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan,
Ahli Waris dan Bagiannya),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan
Kalijaga (2013).
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perempuan, anak laki-laki tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal
ini terjadi karena sistem perkawinan di Pariaman berbeda dengan daerah
lainnya, dimana seorang laki-laki yang akan menikah dibeli oleh pihak
perempuan sesuai dengan martabat dan pekerjaannya. Padahal dalam
masyarakat adat Pariaman dikenal dengan falsafahnya adat basandi sara’,
sara’ basandi kitabullah (adat bersendi syari’at, syari’at bersendi
kitabullah), dalam masalah kewarisan hal ini jelas sekali tidak tercermin
dalam sistem kewarisan adat yang terjadi di masyarakat adat minangkabau.16
M. Sakban menulis skripsi tentang  hukum waris adat dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung Sugih Besar,
Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur”. Dalam skripsinya
menjelaskan bagaimana anak laki-laki tertuia sebagai pengganti orang tua
yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta secara perorangan, ia
hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang memiliki
kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan si pewaris,
termasuk mengurus ibu apabila ayahnya yang meninggal dunia, begitupun
sebaliknya mengurus ayahnya apabila ibunya yang meninggal dunia.17
Penulisan skripsi yang berkaitan dengan kewarisan adat selanjutnya
ditulis oleh; Saudara Moh. Zulfa P. “Praktik Kewarisan Adat Ngada Dalam
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Nagada Bawa, Kab.
16 Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat
Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman Tengah, Sumatra Barat,” Skripsi
Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).
17 M Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa Gunung
Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur,” Skripsi Tidak
diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2004).
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Ngada, Flores, NTT)”. Skripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk sistem
kewarisan adat di Kecamatan Ngada Bawa, Kab. Ngada, Flores, NTT
menyatakan bahwa anak laki-laki berhak secara penuh terhadap hak waris
dari orang tuanya karena anak laki-laki tertualah yang dibebani tanggung
jawab sepenuhnya terhadap keluarganya. 18 Khotib Siregar, Skripsi
“Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal Tapanuli Selatan”,
yang menjelaskan bahwa dalam masyarakat yang menganut paham
patrilineal, maka secara umum pihak laki-laki lebih diutamakan dalam
berbagai aspek termasuk dalam warisan.19 Tema kewarisan adat juga terdapat
dalam skripsi yang ditulis oleh Fitri Wahyuni yang berjudul “Studi
Perbandinagan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat di
Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta”, menjelaskan
tentang perbandingan hukum kewarisan Islam dengan adat dalam hal
penentuan ahli waris yang berhak menerima warisan dan sebab-seba hukum
yang melandasi terkait ahli waris.20
Dari paparan di atas bahwa yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan
karya ilmiah ataupun peneliti terdahulu adalah terdapat pada sistem
pembagian dimana peneliti terdahulu kebanyakan membehas sistem
patrilineal dan juga sistem bilateral, sedangan skripsi yang penulis bahas ini
18 Moh Zulfa P, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam (studi
Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores NTT),” Skripsi Tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).
19 Khotib Siregar, “Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal, Tapanuli
Selatan,” Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1997).
20 Fitri Wahyuni, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul Yogyakarta,” Skripsi Ini tidak
Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2004).
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adalah mengenai sistem kolektif yaitu harta yang tidak dibagi-bagi, namun
pembagiannya terdapat pada hasil dari harta waris tersebut. Dalam skripsi ini
juga tidak memfokuskan pada harta warisan secara keseluruhan akan tetapi
lebih difokuskan pada pembagian harta warisan kebun kelapa. Berbeda
dengan peneliti-peneliti terdahulu dimana semuanya itu membahas warisan
secara keseluruhan baik warisan dalam bentuk benda bergerak maupun benda
tak bergerak seperti kebun atau sawa dan lainnya.
E. Kerangka Teori
Pada dasarnya persoalan waris mewaris biasanya diidentik dengan
perpindahan harta dari pewaris (orang yang meninggal dunia) ke ahli waris
(orang yang menerima warisan). Dalam hukum waris Islam dikenal dengan
asas Ijbari yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada
ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah, tanpa
tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.
Adanya asas Ijbari dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu
dari segi peralihan harta, jumlah harta yang beralih, dan kepada siapa harta itu
beralih. Pengertian seperti ini tidak berlaku untu hukum waris adat Desa
Patlean, hal ini disebabkan dalam praktek pembagian yang ada di masyarakat
setempat mempunya cara tersendi, sebelum pewaris meninggal dunia pun ahli
waris sudah mempunya hak terhadap harta tersebu khususnya ahli waris yang
sudah berkeluarga (menikah).
Hukum waris Islam dan hukum waris adat mempunya hubungan yang
sangat erat, sebab hukum adat adalah implementasi dari hukum Islam.
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Meskipun berbeda hal tersebut dapat dimaklumi karena hukum Islam
dimaknai sebagai Fiqh. Adat yang merupakan kebiasaan (‘Urf) dalam
pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah Muamalah
(kemasyarakatan) dapat dipertautkan dengan hukum Islam.21
Walaupun hukum waris Islam berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia
ini, namun corak dari suatu Negara atau daerah dapat berpengaruh atas
hukum kewarisan Islam. Hal ini disebabkan sebagaimana yang telah
dijelaskan di atas bahwa hukum Islam dimaknai sebagai Fiqh. Selain alasan
di atas, ada yang memaknai  hukum Islam yang di dalamnya termasuk hukum
waris adalah ilmu social bukan ilmu eksakta. Oleh sebab itu, tidak menutup
kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum.22
Sistem kewarisan adat di Indonesia yang dilihat dari orang yang
mendapatkan warisan, sebagai berikut;
1. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis
bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol daripada perempuan.
Dalam sistem ini ahli-waris laki-laki yang berhak mendapatkan harta
warisan secara penuh.
2. Sistem matrilineal adalah sistem yang ditarik menurut garis ibu. Dalam
sistem ini adalah kebalikan dari sistem Patrilineal.
3. Sistem kewarisan bilateral yaitu sistem yang ditari dari pabak atau ibu,
dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan,
artinya  harta warisan dibagi secara rata.
21 Ibid,. hlm.13.
22 Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia,
(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. 111.
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4. Sistem pewarisan kolektif adalah harta warisan yang tidak dapat dibagi-
bagi, penguasa dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak
untuk menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.
Sedangkan cara menguasai atau menggunakannya adalah menurut
musyawara dan mufakat oleh seluruh anggota keluarga yang berhak
mendapatkan harata warisan tersebut, dibawah bimbingan kerabat.
Sistem kolektif ini biasa terdapat pada masyarakat Minagkabau sebagian
di tanah Batak atau di Minahasa dalam sifatnya yang terbatas, dan juga
terdapat di sebagian Indonesia Timur seperti Ambon dan sekitar Maluku
Utara.23
5. Sistem pewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan yang
melimpahkan harta warisan kepada anak tertua yang bertugas sebagai
pemimpin kepala rumah tangga mengganti kedudukan ayah atau ibu.
Dalam sistem ini terbagi kedalam dua macam dikarenakan perbedaan
sistem keturunan yang dianut, seperti; (a), mayorat laki-laki yang bisa
kita lihat pada masyarkat Lampung yang beradat Pepadun atau juga
berlaku di Teluk Yos Soedarso Kabupaten Jayapura Papua, (b), mayorat
perempuan, sistem ini dapat dilihat pada masyarakat adat Semendo di
Sumatra Selatan.
6. Sistem pewarisan individual, yaitu system dimana setiap waris
mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki harta
warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu
23 Bewa Ragawino, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia, (Bandung: tnp,
2008), hlm. 80
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diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan
memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun
dialihkan seperti di jual kepada tetangga, kepada ahli waris itu sendiri
atau anggota kerabat lainnya. System ini banyak terjadi di kalangan
masyarakat adat Jawa dan Batak.24
Dari beberapa sistem kewarisan yang ada di Indonesia di atas yang
dianggap punya kemiripan dengan hukum waris Islam hanya system
kewarisan individual. Sebab dalam system ini pembagian warisan dibagi
secara perorangan dan tiap-tiap ahli waris berhak mendayagunakan harta
warisannya. Hal inilah yang dinggap mempunyai kesamaan dengan hukum
waris Islam dimana dalam hukum Islam juga memberikan hak penuh kepada
ahli waris untuk mempergunakan warisnya tanpa campur tangan dengan ahli
waris lainnya.
Hukum Islam telah mengatur siapa-siapa yang berhak menerima warisan
dan siapa saja yang terhalang mendapatkan warisan. Rincian orang-orang
yang berhak menerima harta warisan dalam hukum Islam adalah sebagai
berikut;
1. Anak laki-laki dan anak perempuan
Dasar hukum mengenai hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam
menerima warisan yang tidak dapat terhijab oleh sipapun terdapat dalam
surah al-Nisa’ ayat 11.
24 Es Ardinarto, Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia, (Surakarta:
University Press, 2007), hlm. 90
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ﺎﺜﻠﺛ ﻦﮭﻠﻓ ﻦﯿﺘﻨﺛا قﻮﻓءﺎﺴﻧ ﻦﻛ نﺎﻓ ﻦﯿﯿﺜﻧﻻا ﻆﺣ ﻞﺜﻣﺮﻛّﺬﻠﻟ ﻢﻛدﻻوا ﻲﻓ ﷲا ﻢﻜﯿﺻﻮﯾ ﺎﻣ
ةﺪﺣاو ﺖﻧﺎﻛ ناو كﺮﺗﺎﮭﻠﻓﺪﺣاو ﻞﻜﻟ ﮫﯾﻮﺑﻻو ﻒﺼﻨﻟاﺎﻤﮭﻨﻣاﻟﺎﻤﻣ سﺪﺴ ﮫﻟ نﺎﻛ نا كﺮﺗ
ﺪﻟو ﮫﻟ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ نﺎﻓ ﺪﻟوةﻮﺧا ﮫﻟ نﺎﻛ نﺎﻓ ﺚﻠﺜﻟا ﮫﻣﻼﻓ هﻮﺑا ﮫﺛروو ﻦﻣ سﺪﺴﻟا ﮫﻣﻼﻓ
ﺻوﺪﻌﺑﺔﯿا ﻦﯾدواﺎﮭﺑ ﻲﺻﻮﯾﺎﻨﺑاو ﻢﻛؤﺎﺑﺔﻀﯾﺮﻓ ﺎﻌﻔﻧ ﻢﻜﻟ بﺮﻗا ﻢﮭﯾا نورﺪﺗﻻ ﻢﻛؤ ﷲا ﻦﻣ
ﺎﻤﯿﻠﻋ نﺎﻛ ﷲا ناﺎﻤﯿﻜﺣ25
2. Cucu laki-laki maupun perempuan
Secara spesifik kata cucu tidak terdapat dalam Al-Qur’an (ayat waris),
namun demikian kata cucu diambil dari perluasan kata walad atau awlad
yang dimaknai sebagai  keturunan garis lurus ke bawah. Hal ini dapat
dipahami dari pemakaian kata “anak adam” bagi semua manusia,
sebagaimana banyak terdapat dalam Al-Qur’an. Begitu pula pengertian Bani
Israil yang terdapat banyak dalam ayat Al-Qur’an yang digunakan untuk
seluruh keturunan dan warga Israil. Kata walad dalam pengertian sempit
berarti untuk anak, namun dalam pengertian luas juga berlaku bagi keturunan
garis lurus ke bawah. Dengan demikian “anak” ada yang mengunakan arti
sebenarnya dan ada pula yang menggunakan pengertian metafosir. Untuk
membedakan keduanya pengertian sebenarnya itu biasa ditambahkan oleh
orang Arab di belakang kata “shulb” yang artinya anak langsung.
3. Ayah dan Ibu
Ayah sebagai ahli waris juga sudah dijelaskan dalam surah al-Nisa’ ayat
11, yaitu ayah sebagai ahli waris yang tidak dapat dihijab oleh siapa pun,
25 An-Nisa’ (4): 11.
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Begitupun dengan Ibu. Begitupun dengan suami atau istri. Dimana suami atau
istri juga mempunya hak warisan yang tidak terhalang oleh siapapu. Para ahli
waris di atas termasuk dalam golongan zawi al-fuud yaitu orang yang berhak
menerima warisan.26
Aturan-aturan yang sudah digaris oleh Al-Quran di atas berbeda dengan
aturan awaris yang terdapat di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara
Halmahera Timur. Namun demikian tidak semata-mata hal ini bertentangan
dengan hukum Islam, karena dalam ayat-ayat Al-Qur’an tidak bersifat finis
atau tujuan akhir akan tetapi bersifat pelantara. Oleh sebab itu para ahli
hukum Islam melakukan penafsiran demi tercapainya keadilan dalam
pembagian warisan. Hal ini dapat kita lihat pada bentuk istimbat hukum,
dimana para ulama menggunakan kaidah-kaidah ushul.
Salah satu kaidah yang digunakan para Ulama adalah kaidah yang
berkaitan dengan adat atau biasa di sebut dengan ‘urf. Secara bahasa al-‘adah
diambil dari kata al-‘aud atau al- mu’awadah yang artinya berulang. Ibnu
Nuzaim mendefinisikan al-‘adah “sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam
dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang
sehat”. Sedangkan para ulama mengartikan al-‘adah dalam pengertian yang
sama, karena subtansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda,
misalnya al’urf didefinisikan dengan “apa yang dikenal oleh manusia dan
mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut
biasa dan berlaku umum.
26 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 210.
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Sesuai dengan paparan di atas penulis menggunakan kaidah dari
persoalan ini dan mencoba menghubungan dengan ketentuan hukum
kewarisan Islam yang tidak terlepas dari kaidah-kaidah ushul. Kaidah yang
dipakai penulis dalam menjelaskan praktek kewarisan di Desa Patlean,
Kecapatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur adalah;
ﺔﻤﻜﺤﻣ ةدﺎﻌﻟا27
Namun ada beberapa persyaratan dalam penetapan ‘urf atau adat yang
nantinya diterima oleh hukum Islam, para ulama membagi persyaratan
sebagai berikut;
a. Tidak bertentangan dengan syari’at Islam atau hukum syara’.
b. Adat tersebut dapat diterimah oleh perasaan dan akal sehat yang diakui
oleh pendapat umat.
c. Telah menimbulkan kesepakatan dan keadilan di dalam masyarakat
adat (orang yang berkepentingan).
d. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan
kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak member kesempitan dan
kesulitan.28
e. Adat tersebut sudah dilakukan berulang-ulang kali dalam masyarakat
yang bersangkutan.
27 H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), hlm.79
28 H. A Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 187
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Dengan demikian syarat-syarat di atas harus dipenuhi oleh masyarakat
setempat, sebab syarat seperti itulah yang dituntut oleh hukum Islam
khususnya hukum waris Islam.
Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua macam
pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, pertimbangan keadaan
kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya,
bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. Kedua,
dalam pertimbangan hukum terutama hukum-hukum yang tidak tegas
disebutkan dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis, adat kebiasaan harus menjadi
pertimbangan dalam memutuskan perkara.
Dengan demikian seorang mujtahid yang hendak melakukan ijtihad
haruslah memperhatikan ‘urf atau adat setempat. Sebab suatu yang sudah
menjadi kebiasaan atau adat manusia yang sering mereka jalani itu sudah
menjadi bagian dari mereka dan menjadi kebutuhan mereka, sepanjang itu
tidak bertentangan dengan hukum Syara’.29
Al-Qur’an dan Sunnah Nabi telah menjelaskan secara terperinci tentang
hukum kewarisan. Hukum kewarisan sebagaimana yang tercantum dalam Al-
Qur’an dan Sunnah adalah sebagai pernyataan tekstual dan bersifat universal
bagi seluruh umat Islam. Namun demikian ada beberapa yang hal yang perlu
melakukan ijtihat, karena corak kehidupan suatu Negara atau daerah berbeda
dengan daerah lainnya. Oleh sebab itu adat atau kebiasaan hidup suatu
masyarakat bisa meberi pengaru yang signifikan dalam pembentuka hukum
29 Ibid,. hlm. 189
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waris Islam, sejauh tidak melampui batas-batas yang telah digaris oleh Al-
Qur’an maupun Sunnah Nabi.
F. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut;
1. Jenis Penelitian
Dalam penulisan skripsi  menggunakan penelitian Lapangan, yaitu
mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian,
agar dapat diketahu secara jelas mengenai masalah pelaksanaan
pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara,
Kabupaten Halmahera Timur.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analisis
Komparatif, yaitu penyusun berusaha menjelaskan tentang penerapan
pembagian harta warisan di Desa Patlean, yang menggunakan hukum
waris adat.30
3. Pendekatan
Adapu pendekatan yang digunakan penyusun antara lain;
a. Pendekatan Normatif yaitu dengan melihat apakah cara pembagian
harta warisan di Desa Patlean, Halmahera Timur sesuai atau tidak
dengan norma, baik atau buruk menurut norma yang ada.
30 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet ke. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999),
hlm. 126.
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b. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan yang melihat dan
memperhatikan aktifitas masyarakat dalam kaitannya dengan
pembagian harta warisan adat.
4. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:
a. Pengumpulan data primer
Dalam pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan
teknik oservasi dan interviu, yaitu bertatap muka dan berkomunikasi
secara langsung dengan narasumber, dengan tujuan dapat
mengumpulkan informasi yang komplet, yang sebagian besar berisi
pendapat, sikap dan pengalaman indivudu.31
Pemelihan informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh
adat dan masyarakat yang terlibat dalam pembagian harta waris di
Desa Ptlean, Kecamatan Maba Utara.
b. Pengumpulan data sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi.
Data Sekunder ini dihimpun melalui studi pustaka, yaitu
mengumpulkan data yang berbentuk transkrip, buku, agenda,
ataupun laporan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan
masalah pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba
Utara.32
31 Sulistyo Basuki, Metode Penelitian, (Jakarta: Wadatama Widya, 2006), hlm. 173
32 Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet ke. 4, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2016), hlm. 175.
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5. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
normatif yaitu sebuah pendekatan dengan melihat masalah  yang diteliti
berdasarkan pada norma-norma hukum yang ada di Desa Patlean.
Dengan tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam membentuk suatu
hukum yang relevan bagi masyarakat setempat. Dan juga menggunakan
metode komparasi, yaitu membandingkan hukum waris adat Desa
Patlean dan hukum waris Islam.
G. Sistematika Pembahasan
Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis
menulis sistematika pembahasan, dengan harapan dapan membatu para
pembaca dalam memahami alur skripsi. Dalam sistematika penulisan skripsi
ini penulis membagi kedalam lima bab, yaitu;
Bab pertama terbagi dalam 7 sub bab yang berisi Latar Belakang,
dimana dalam sub bab ini membahas tujuan penelitian dan fokus atau alur
penelitian. Rumusan Masalah, dalam sub bab ini berisi pertanyaan-
pertanyaan yang nantinya menjadi titik fokus penelitian. Tujuan Dan
Kegunaan Penelitian, yakni menjelaskan tujuan penelitian dan berisi harapan
penulis dari hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan
hukum. Telaah Pustaka di mana dalam sub bab ini berisi kajian atau hasil
penelitian yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau
disertasi lainnya, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian
yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui
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perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada. Karangka Teori, yang berisi
teori-teori yang akan menjadi alat dalam menganalisi masalah-masalah yang
akan diteliti. Metode Penelitian, merupakan langkah-langkah penelitian.
Sistematika Pembahasan, dimana agar pembahasan dalam penelitian ini
lebih mudah dipahami.
Bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum hukum kewarisan Islam,
di mana dalam bab ini berisi beberapa sub bab yakni; pertama, berisi
pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam. Kedau, berisi asas-asas
kewarisan Islam, yang Ketiga, berisi tentang sebab-sebab terjadi kewarisan.
Keempat, berisi seputar penentuan ahli waris dan hak-hak ahli waris, serta
jumlah ahli waris.
Bab ketiga, berisi seputar praktik pelaksanaan pembagian harta warisan
di Halmahera Timur, Desa Patlean, kecamatan Maba Utara, yang terdapat tiga
sub bab yaitu, sub bab pertama, membahas mengenai gambaran umum Desa
Patlean, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, yang
berkaitan dengan Suku/Ras setempat. Sub bab kedua, membahas mengenai
cara-cara pembagian warisan di Halmahera Timur, Desa Patlean, Kecamatan
Maba Utara. Sub bab ketiga, mengenai waktu pembagian warisan. Keempat,
membahas mengenai prinsip-prisip dalam membagi harta warisan. Kelima,
meliputi hak-hak ahli waris dan penentuan siapa yang menjadi ahli waris.
Keenam, membahas harta warisan selain kebun kelapa.
Bab keempat, berisi analisis data terhadap pelaksanaan kewarisan di
Halmahera Timur, Desa Patlean, Kecapatan Maba Utara. Yang meliputi dua
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sub bab. Yaitu sub bab pertama, berisi hasil analisis hukum Islam terhadap
pembagian harta waris di Desa Patlean, Kecamatan Maba Utara. sub bab
kedua berisi tentang persamaan dan perbedaan hukum waris Islam dengan
hukum waris adat Halmahera Timur, Desa Patlean Kecamatan Maba Utara.
Bab kelima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian
dan saran-saran sebagai tindak lanjuti penelitian. Bagian akhir dari bab ini






Dari paparan di atas, mengenai pembagian harta warisan yang ada di
Desa Patlean, penulis menyimpulkan untuk menjawab masalah yang terdapat
pada bab 1 bagian rumusan masalah adalah sebagai berikut
1. Pembagian harta warisan kebun kelapa yang berlaku secara kolektif
mempunyai tujuan yang tinggi, yaitu sifat keadilan antara ahli waris.
Selain dari tujuan keadilan tersebut, juga mempunyai tujuan yang tidak
kalah penting seperti yang terdapat pada prinsip kemanfaat, yaitu suatu
prinsip yang membentuk suatu hukum yang bermanfaat bagi masyarakat
setempat. Asas kemenfaatan dalam hukum waris masyarakat Desa
Patlean ini dapat dilihat pada sisi daya guna harta waris kebun kelapa.
Artinya harta warisan yang tidak dibagi-bagi bertujuan menjaga harta
agar tetap bernilai ekonomi yang bisa mencukupi kehidupan dari ahli
waris 3-4 ke depan.
2. Persamaan dan perbedaan dengan hukum waris Islam
Persamaan hukum waris adat Desa Patlean dengan hukum waris Islam
adalah; Sama-sama menggunakan asas bilateral, keadilan berimbang, dan
prinsip kemanfaatan. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada cara
pembagian harta warisan yang membeda-bedakan antara harta yang satu
dengan harta yang lain, seperti harta kebun kelapa yang berlaku secar
kolektif, sedangkan harta selain kebun kelapa dibagi rata antara laki-laki
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dan perempuan, serta pembagian yang dilihat dari garis keturunan laki-
laki (sistem patrilineal).
3. Dasar hukum yang dipakai oleh masyarakat Desa Patlean adalah
menggunakan tiga prinsip, yaitu prinsip kemanfaatan, prinsip ngaku
serasai budi sebahasa (sifat kasih sayang), dan prinsip farasefilang
(berbuat atas dasar keadilan).
B. Saran-saran
Dari penjelasan dan pengamatan yang penulis lakukan di atas, maka ada
beberapa saran yang harus penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut;
1. Mengingat hukum waris yang dilakukan atas dasar keadilan, maka
hendaklah melakukan musyawara dalam pembagian warisan dengan cara
yang sebaik-baik mungkin agar tidak terjadi diskriminasi kepada satu
pihak.
2. Hukum waris Islam yang ada dalam Al-Qur’an tidak semata-mata
bersifat memaksa, akan tetapi juga bersifat mengatur. Maka dari itu
peneliti mengajak kepada umat Islam pada umumnya untuk mempelajari
dan sekaligus mengamalkanya sesuai dengan ketentuan syari’at Islam.
3. Kepada pihak Pemerintah, ksusnya Kementrian Agama, serta Ulama,
Ustadz, Kiyai yang berkompeten dalam bidang hukum Islam, disarankan
lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewaris
Islam.
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4. Kepada ahli waris yang telah mendapatkan harta warisan secara sah oleh
hukum adat, disarankan agar segera mengurus AKTA Notaris ke Istansi
yang berwenang untuk menghindari konfik yang terjadi dikemudian hari.
5. Mengingat skripsi ini mempunya kekurang dalam pengambilan data
khususnya dalam pembagian waris kolektif, maka dari itu disankan
kepada peneliti selanjutnya agar menindaklanjuti mengenai hak waris




Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: CV Penerbit J-
ART, 2005.
2 Hadis/Ulumul Hadis
Albani, Muhammad Nashiruddin Al, Derajat Hadis-hadis Dalam Tafsir Ibnu
Katsir, Hadis Shahih Hasan Dha’if Maudhu, Tahrij, Muhammad bin Jamil
DKK, 20, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.
Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il bin Ibrahim al-, Sahih al-
Bukhari, 4 jilid, penerjemah Imam Mudzakir dan Makruf Abdul Jalil, cet ke.
I, Jakarta, Pustaka as-Sunnah, 2010.
Dawud, Abi, Sunan Abi Dawud, jilid 3, edisi Hafidz  Al Munzdiri, Penerjimah H
Bey Arifin dan A Syinqithy Djamaluddin, cet ke. 1 Semarang: CV.  Asy
Syifa’, 1992.
3 Fiqih/ushul fiqh/Hukum Islam
Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Surabaya: Pusat Penerbit dan
Percetakan Unair, 2010.
Anshary M. MK, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2013.
Anshori Abdul Ghafur, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan
Adabtabilitas, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
Basyir, Azhar Ahmad, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press, 2018.
Djazuli. H. A, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis, Jakarta: Kharisma Putra
Utama, 2006.
Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral, Menurut Al-Qur’an dan Hadis, cet ke. 3,
(Jakarta:P.TTintamasIndonesia,1964.
Kadir, A, Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam, Jakarta
Amzah, 2016.
Karim A. Muchit, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di
Indonesia, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
Khisni,. A, Hukum Waris Islam, (Semarang: Unissula Press, 2013
Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2014.
Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sebagai
Pembaruan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
84
Naskur, “Memahami harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Prespektif
Hukum Islam,” Jurnal Al-Syir’ah, Vol. 8:1, 2010.
Nasution, Husein Amin, Hukum Kewarisan, Suatu Analisis Komparatif
Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2012.
Rahmat, M Imdadun, Islam Pribumi Mendialokan Agama Membaca Realita,
Jakarta: Erlangga, 2003.
Rofiq, Ahmad, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1993.
Shabuni, Muhammad Ali Ash-, Al-Mawaarits Fisy Syarii’ati; Islamiyyah ‘alaa
Dhau’ al-Kitab was Sunnah, Penerjemah A. M Basalama, cet ke. I, Jakarta:
Gema Insani Press, 1995.
Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, Fiqh Muwaris, Hukum Waris Dalam Syari’ah
Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
Pengantar Ilmu Fiqh, Semarang: P.T Pustaka Rizki Putra, 1997.
Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam Lengkap dan
Praktis, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Syarifuddin Amir, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2004.
Zainuddin bin Abdul aziz al-Malibari al-Fannani, Fat-Hul Mu’in, Alih Bahasa K.
H. Moch Anwar Dkk, cek. Ke-9 Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016, II:
1112.
Zulaekah, “Norma Hak Milik Dalam Al-Qur’an”, Jurnal Hak Milik, Harta, Al-
Qur’an Vol. 1: 2 Januari 2014.
4 Lain-lain
Absar Surwansyah, “Suatu Kajian Tentang Hukum Waris Adat Masyarakat
Bangko Jambi,” Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjan Universitas
Diponegoro Semarang, 2005.
Agus M, “Studi Komparatif Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan
Adat Minangkabau di Kelurahan Ujung Batung, Kecamatan Pariaman
Tengah, Sumatra Barat”, Skripsi Tidak di Terbitkan, Fakultas Syari’ah UIN
Sunan Kalijaga, 2005.
Ardinarto Es, Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia, Surakarta:
University Press, 2007.
Asmah, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Makassar: Fahmis Pustaka,
2017.
Azwar Saifuddin, Metode Penelitian, cet ke. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999.
85
Bachtiar, Maryati, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum
Berkeadilan Gender,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3:1 t.t.
Basuki, Sulistyo, Metode Penelitian, Jakarta: Wadatama Widya, 2006.
Djazuli H. A dan Nurol Aen, Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2000.
Fitri Wahyuni, “Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum
Kewarisan Adat di Desa Sri Martani, Kecamatan Piyungan, Bantul
Yogyakarta,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan
Kalijaga, 2004.
Gati Agustian Roswandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aturan Pembagian
Warisan di Keraton Kanoman Cirebon,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas
Syaria’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
Gunawan Imam, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, cet ke. 4,
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
Harpat Ade Yandi, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di Lingkungan Adat
Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan salawu, Kabupaten
Tasikmalaya, Ditinjau dari Hukum Islam,” Skripsi Tidak Diterbitkan,
Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
Iftitah Umi Maslakhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta
Waris Berdasarkan Hukum Adat Di Dusun Gedad, Desa Banyusoco,
Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidu, Skripsi tidak diterbitkan,
Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
Khotib Siregar, “Pelaksanaan Hukum Islam Pada Masyarakat Patrilineal,
Tapanuli Selatan,” Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan
Kalijaga, 1997.
Komari, Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia Antara Adat Dan Syariat, ttp,
Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t.
M Sakban, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Desa
Gunung Sugih Besar, Kecamatan sekampung Udik, Kabupaten Lampung
Timur,” Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
2004.
Moh Zulfa P, “Praktek Kewarisan Adat Ngada Dalam Prespektif Hukum Islam
studi Kasus di Kecamatan Ngada Bawa, Kabupaten Ngada, Flores NTT,”
Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2005.
86
Moh. Khafid Harianto, “Pembagian Harta Warisan, Studi Komparasi Hukum
Islam Dengan Hukum Adat Desa Dungus Kecamatan Kunjang, Kabupaten
Kediri Provinsi Jawa Timur,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian warisan di
Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Studi
Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya,” Skrips Tidak
Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum 2013.
Ragawino Bewa, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia, Bandung:
tnp, 2008.
Sudiyat Iman, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Wawancara dengan  Bapak Ardanan Talalubae, Tokoh Desa Patlean, Kecamatan
Maba Utara, 15 Januari 2019.
Wawancara dengan bapak Manaf Solop, Imam Transmigrasi SP IV Patlean,
Kecamatan Maba Utara, tanggal 13 Januari 2019.
Wawancara dengan Bapak Nesi Barapa, Imam Desa Patlean, Kecamatan Maba
Utara, tanggal 10 Januari 2019.
Wawancara dengan Bapak Rusli Abu Umar, Tokoh Adat Desa Patlean,
Kecamatan Maba Utara, tanggal 10 Januari 2019.
Wawancara dengan Ibu Asia Saleh, masyarakat adat, Patlean 08 Januari 2019
Wawancara dengan Ibu HT,  Pewaris, Desa Patlean Kecamatan Maba Utara,
Tanggal 09 Januari 2019.
Wawancara dengan Saudara Al Jufri, salah satu ahli waris, Tanggal 26 Oktober
2018.
Wawanvara dengan Saudara Sangaji, belia adalah Kerabat Kesultanan Tidore,
Kaliurang Yogyakarta, tanggal 04 Februari 2019.
ILAMPIRAN. 1







3 4 Hadis RiwayatAbu Daud
Ilmu itu ada tiga, selainnya hanya kelebihan; ayat
yang mahkam, sunnah yang jelas, atau pembagian
waris yang adil.
17 25 QS. An-Nisa’ (4):11
Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian
pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang
anak laiki-laki sama dengan bagian dua orang anak
perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan
lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari
harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu
seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.
Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-
masing seperenam, jika yang meninggal itu
mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya
saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang
meningal itu mempunyai beberapa saudara maka
ibunya mendapat seperenam. Pembagian-
pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau sudah dibayar hutang-hutangnya,
tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak
mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan
dari Allah. Sesunguhnya Allah mengetahui lagi
maha bijaksana.
19 27 Kaidah Ushul Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
28 6 An-Nisa’ (4): 7
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada
hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak
dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan.
29 8 An-Nisa’ (4): 12
Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika istri-istrimu mempunyai
anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.
Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu
tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika
kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)
sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang
mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
II
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu
saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),
maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara
itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersekutu
dalam bagian yang sepertiga itu sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak member mudharat (kepada
ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu
sebagai syarat yang benar-benar dari Allah, dan
Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.
29 9 An-Nisa’ (4): 176
Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah
katakanlah: Állah member fatwa kepadamu tentang
kalalah itu, (yaitu): jika seorang meninggal dunia,
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudara yang
perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki
mempusakai (seluruh harta saudara permpuan), jika
ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan,
maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak
bagian dua orang saudara perempuan. Allah
menerangkan (hukum Ini) kepadamu supaya kamu






Hadis dari Ibnu Hamad dan dari Ibu Towus dari
ayah ibnu Towus dan Ibnu Abbas berkata;
Rasulullah SAW bersabda: “serahkanlah pembagian
warisan itu kepada ahlinya, bila ada yang tersisa






Dari Jabir bin Abdillah R.A. dia berkata: Aku sakit
lalu nabi SAW datang membesukku bersama Abu
Bakar berjalan kaki. Aku telah pingsan, karena itu
aku tidak dapat berbicara dengan beliau, kemudian
beliau berwudhu dan menuangkan air wudhu
kepadaku, karena itu aku menjadi siuman. Maka
aku berkata wahai Rasulullah bagaimana akan aku
perlakukan untuk harta saya? Sedang saya
mempunyai beberapa saudara perempuan? Kata
Rasulullah: “maka turunlah ayat warisan, mereka
meminta fatwa kepadamu, katakanlah Allah
memberimu fatwa tentang mayit kalalah, yaitu







Tidak boleh orang Islam mewarisi orang kafir, dan
tidak pula orang kafir mewarisi orang Islam.
36 20 QS Al-Anfaal (8):75
Orang-orang yang mempunyai hubungan itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya
(daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu.
72 8 QS. An-Nisa’ (4):34
Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka
atas bagian yang lain dan karena mereka member
nafkahkan sebagian dari harta mereka.
73 10 QS. Al-Baqara(2): 233
dan kewajiban ayah member makan dan pakaian
para ibu dan anak-anak secara yang makhruf.
73 11 QS. Al-Thalaq(65): 7
Hendaklah orang yang mampu member nafkah
menurut kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
75 13 QS. Al-An’am(6): 165
Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-
penguasa di bumi dan Dia meninggalkan sebagian
kamu (yang lain) beberapa derajat, untuk
mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya
kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat
siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha




A. Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M
Nama lengkapanya adalah Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lahir di
Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904 dan wafat pada tahun 1975. Ayahnya
bernama al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su’ud, menduduki jabatan
Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh, sedangkan ibunya
bernama al-Hajjah Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz.
Hasbi Ash-Shiddieqy belajar qira'ah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fikih
pada ayahnya sendiri, dan dalam usianya 8 (delapan) tahun ia telah khatam mengaji al-
Quran. Pada tahun 1912, ia nyantri di pesantren Tengku Piyeung; pada tahun 1913 ia
nyantri di pesantren Bluk Bayu; pada tahun 1914, ia nyantri di pesantren Blang Kabu;
pada tahun 1916, nyantri di pesantren Tengku Idris; pada tahun 1918 di pesantren
Tengku Chik Hasan. Selanjutnya, pada tahun 1920 dari Tengku Chik Hasan Kruengkale,
TM. Hasbi Ash-Shiddieqy memperoleh syahadah sebagai pernyataan bahwa ilmunya
telah cukup dan berhak untuk membuka pesantren sendiri. Pada tahun 1960 Hasbi Ash-
Shiddieqy memperoleh dua gelar Doktor Honoris Causa sekaligus. Dr. HC, pertama ia
peroleh dari Unisba (Universitas Bandung) dan Dr. HC yang kedua ia terima dari PTAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sekarang ini telah berubah status menjadi UIN Sunan
Kalijaga. Dengan penganugrahan Dr. HC ini, Hasbi kemudian mengajar beberapa mata
kuliah di kedua Perguruan Tinggi Tersebut.
B. Hazairin
Hazairin lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi dan meninggal pada
tanggal 11 Desember 1975 di Jakarta. Ayah Hazairin adalah seorang guru yang berasal
dari Bengkulu, sedangkan ibunya berdarah minang. Hazairin mengawali pendidikan di
Bengkulu yang pada waktu bernama Hollands Inlandsche School (HIS) tamat tahun
1920, setelah tamat dari HIS Hazairin kemudian melanjutkan pendidikannya ke MULO
(Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) di Padang. Setelah itu Hazairin melanjutkan studi di
RSH (Rerchtkundige hoogeschool) atau sekolah Tinggi Hukum, jurusan Hukum Adat di
Jakarta. Selama delapan tahun Hazairin bekerja keras mendalami bidang Hukum Adat,
berkat kegigihannya Hazairin berhasil meraih gelar Mester in de Rechten (Mr) pada
tahun 1935.
VHazairin adalah seorang tokoh yang getol memperjuangkan pelaksanaan hukum
Islam di Indonesia. Ia mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan bahagia apabila hukum
yang diterapkan di Indonesia adalah syari’at agama, atau sekurang-kurangnya adalah
hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at agama. Hazairin, disamping dikenal
sebagai pejuang hukum Islam, dia juga termasuk orang yang memberikan konstribusi
besar dalam menggedor pintu ijtihad yang sudah lama ditutup di Indonesia, menurutnya
pintu ijtihad tidak pernah ditutup dan tidak ada orang yang berhak untuk menutupnya.
C. Bapak Nesi Barapa
Bapak Nesi Barapa adalah tokoh adat yang berperan penting dalam menyelesaikan
masalah-masalah yang menyangkut dengan adat setempat. Nesi Berapa lahir pada tahun
1949, namun besar di Desa Patlean. Sejak kecil bapak Nesi Barapa menimpu pendidikan
SD samapai SMA di Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di kota Tobelo, memilih
pendidikan di Tobelo disebabkan pada zamannya sekolah-sekolah yang ada di Desa
Patlean sangat minim, baik dalam ketenaga kerja maupun fasilitas pendindikan. Selain
dari itu, beliau juga mempunya keluarga besar yang ada di kota Tobelo, oleh sebab itu
tidak mengherankan jika Bapak Nasi Barapa memilih sekolah di kota Tobelo Halmahera
Utara. Selepas pendidikan SMA beliau memutuskan tidak melanjutkan pendidikan di
Perguruan Tinggi, dengan alasan membatu orang tua yang bekerja sebagai tani (kebun
kelapa). Bapak Nesi Barapa menikah dengan Ibu Siti Sangaji pada tahun 1973 tepat pada
umur 24 tahun, dari pernikahannya Allah memberikan mereka dikarunia 4 anak, 1







1. Apa suku atau ras yang ada di Desa Patlean ini?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan kebun kelapa menurut adat setempat..?
3. Bagaimana cara pembagian warisan selain kebun kelapa, seperti warisan dalam bentuk
uang, atau tanah kosong atau juga seperti rumah.?
4. Kapan harta warisan kebun kelapa itu dibagi, ?
5. Siapa saja yang berhak menerima harta warisan kebun kelapa,.?
6. Berapa besar bagian laki-laki dan bagian perempuan?
7. Apakah orang tua berhak menerima harta warisan dari anaknya khusus kebun kelapa?
8. Mengapa harta warisan kebun kelapa itu tidak dibagi-bagi?
9. Apakah pembagian seperti ini sesuai dengan norma setempat?
10. Apakah pembagian seperti ini sudah sesuai dengan harapat para ahli waris?
11. Apa saja prinsip-prinsip yang di gunakan dalam pembagian harta warisan tersebut?
12. Jika ahli waris hanya satu orang, apakah harta warisan itu boleh dibagi dengan
saudara-saudara orang tuanya?
13. Apa saja sebab yang menjadi penghalang anak (ahli waris) itu tidak bisa menerima
harta warisan?
14. Ketika para ahli waris itu belum cukum mampu dalam mengurus harta warisnya,
bagaimana dalam menangani kasus seperti ini, dan boleh kah saudara-saudara orang
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